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ABSTRAK 
Muhammad Rifqy Dwi Saputra. 202010115258. Perlindungan Hukum Terhadap 

Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

Perlindungan anak merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi 

Manusia (HAM) yang wajib diaktualisasikan oleh negara beserta penduduk di 

dalamnya. Secara konstitusional, anak pada dasarnya berhak untuk hidup dan 

terhindar dari kekerasan serta diskriminasi. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut 

dalam UU No.23/2002 jo. UU No.35/2014 yang secara khusus mengakomodir 

perlindungan anak beserta sanksinya bagi pihak-pihak yang melanggar hak-hak 

anak. Khusus pada aspek persetubuhan, Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 UU 

No.35/2014 menegaskan jika setiap orang yang melakukan kekerasan seksual, 

persetubuhan maupun perbuatan cabul diancam dengan pindana paling lama 15 

tahun dengan denda maksimal 5 Milyar. Sayangnya, meskipun perlindungan anak 

telah dijamin oleh hukum, kenyataannya peristiwa yang menempatkan anak sebagai 

korban tindak pidana pemerkosaan masih terjadi hingga saat ini.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan 

hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan yang ditinjau dari 

beberapa putusan pengadilan. Banyaknya tidak pidana pemerkosaan terhadap anak 

serta pentingnya perhatian terhadap dampak yang diderita oleh anak tersebut pada 

akhirnya membuat penelitian ini menjadi urgen. Penelitian ini merupakan 

penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis yang disusun secara 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. 

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bentuk perlindungan hukum bagi anak 

korban pemerkosaan tersebut yaitu: (i) dilaskanakan dengan prinsip non-

diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, memperhatikan HAM anak dan 

penghargaan pendapat anak; (ii) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya 

yang dilakukan oleh P2PTP2A; (iii) memberikan perlindungan khusus bagi anak 

korban pemerkosaan dengan menghadirkan rasa aman dari ancaman maupun 

bahaya lainnya; (iv) menerapkan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana 

pemerkosaan sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tidak hanya berfokus pada 

ketentuan yuridis melainkan memperhatikan faktor non-yuridis yang diderita oleh 

anak. Kedua, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak mengalami kendala 

dan hambatan sebab dari sisi legal substance, bantuan hukum terhadap anak korban 

tindak pidana pemerkosaan belum diatur secara tegas dalam kategori pemberian 

perlindungan khusus. Dari sisi legal structure, bantuan hukum dalam proses 

penyidikan dan pembuktian terkadang tidak maksimal dikarenakan anak korban 

pemerkosaan mengalami trauma hingga adanya indikasi biaya yang tidak bisa 

dipenuhi anak korban pemerkosaan. Dari sisi legal culture, bantuan hukum bagi 

anak terkadang tidak maksimal karena hadirnya stigma negatif di dalam masyarakat 

yang menganggap jika anak korban pemerkosaan adalah aib, sehingga korban malu 

melapor kepada pihak berwajib. Tidak maksimalnya perlindungan hukum terhadap 
anak disebabkan kendala dari sisi substansi hukum, struktur hukum hingga budaya 

hukum. 

 

Kata kunci: anak korban pemerkosaan, perlindungan hukum, uu no. 35/2014.  
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ABSTRACT 

Muhammad Rifqy Dwi Saputra. 202010115258. Legal protection for child 

victims of rape is reviewed in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection 

Child protection is one form of human rights that must be actualized by the state 

and the population in it. Constitutionally, children have the right to live and avoid 

violence and discrimination. These provisions are further regulated in Law 

No.23/2002 jo. Law No.35/2014 which specifically accommodates child protection 

and sanctions for parties who violate children's rights. Especially in the aspect of 

sexual intercourse, Article 81 paragraph (1) and Article 82 of Law No. 35/2014 

emphasize that everyone who commits sexual violence, intercourse or lewd acts is 

threatened with a loan of up to 15 years with a maximum fine of 5 billion. 

Unfortunately, even though child protection has been guaranteed by law, the reality 

is that concrete events that place children as victims of rape still occur today. 

This study aims to examine and analyze the legal protection of child victims of rape 

in terms of several court decisions. The number of non-criminal rapes against 

children and the importance of attention to the impact suffered by the child 

ultimately make this research urgent. This research is a normative juridical 

research and analytical descriptive which is prepared qualitatively using a 

statutory approach. 

The results showed, first, the forms of legal protection for child rape victims are: 

(i) applied to the principle of non-discrimination, the best interests of children, 

paying attention to children's human rights and respecting children's opinions; (ii) 

obtain legal assistance and other assistance made by P2PTP2A; (iii) provide 

special protection for child rape victims by providing a sense of security from 

threats and other dangers; (iv) apply punishment to perpetrators of rape in 

accordance with the purpose of punishment and not only focus on juridical 

provisions but pay attention to non-juridical factors suffered by children. Second, 

the implementation of legal protection for children experiences obstacles and 

obstacles because in terms of legal substance, legal assistance to child victims of 

rape has not been expressly regulated in the category of providing special 

protection. In terms of legal structure, legal challenges in the investigation and 

evidence process are sometimes not optimal because the child victim has been 

traumatized to an indication of costs that cannot be met by the child victim. In terms 

of legal culture, legal assistance for children is sometimes not optimal because of 

the presence of negative stigma in society that considers that child rape victims are 

a disgrace so that victims are embarrassed to report to the authorities. The lack of 

maximum legal protection for children is because the legal aid process sometimes 

cannot reach children due to obstacles in terms of legal substansi, legal structure 

to legal culture. 

 

Keywords: child victims of rape, law no.35/2014, legal protection. 
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